
  
 

BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA 

NOMOR 1 TAHUN 2018 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  

NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA, 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek Pajak 

Hiburan dan perubahan tarif pajak, perlu dilakukan 
perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka 
tentang Pajak Daerah;  

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka penambahan objek pajak dan 
perubahan tarif perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangka; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang   
Pembetukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotaparaja Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821);  

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Derah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2007 Nomor 2 Seri D); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA 
dan 

BUPATI BANGKA 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.  

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 2 Seri 
A) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 19 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf n,  
sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 19 
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut : 
a. tontonan film sebesar 30% (tiga puluh per seratus); 
b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua 

puluh per seratus); 
c. kontes kecantikan sebesar 20% (dua puluh per seratus); 
d. kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh per seratus); 
e. pameran sebesar 20% (dua puluh per seratus); 
f. diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh per 

seratus); 
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g. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh per seratus); 
h. permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 15% (lima belas per seratus); 
i. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas per 

seratus); 
j. permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas per seratus); 
k. panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 25% (dua puluh lima per 

seratus); 
l. refleksi dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 25% (dua puluh 

lima per seratus); 
m. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh per seratus); 
n. karaoke sebesar 20% (dua puluh per seratus); 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 31 
(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per 

seratus). 
(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan 

minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 
sebesar 3% (tiga per seratus). 

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak 
Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus). 

Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka. 
 

Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal  10 Agustus 2018 
BUPATI BANGKA, 

     Cap/dto 

TARMIZI SAAT 
Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal  10 Agustus 2018 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 
     KABUPATEN BANGKA, 
 

   Cap/Dto 
 
       AKHMAD MUKHSIN 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI A 
 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
(NOMOR URUT 2.1/2018)  

      Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 
 
 

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH 
PEMBINA TK I 
NIP. 19660608 198603 1 004 


